
 
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 631/MENKES/PER/III/2011 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan 

mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s), perlu 
meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan oleh dokter atau bidan 
melalui jaminan pembiayaan dalam Program Jaminan Persalinan;  

b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan dapat berjalan efektif dan efisien, 
perlu ada petunjuk teknis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; 

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 
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7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/ SK/I/2011 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

JAMINAN PERSALINAN. 
 

Pasal 1 
 

Pengaturan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan bertujuan untuk memberikan acuan bagi 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait yang 
menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan dalam rangka: 
a. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan 

nifas oleh tenaga kesehatan. 
b. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan. 
c. Meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan oleh tenaga 

kesehatan. 
d. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru 

lahir oleh tenaga kesehatan. 
e. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 
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Pasal 2 
 

Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 
 

Pasal 3 
 

(1) Pembiayaan pelayanan persalinan yang dijamin oleh Jaminan Persalinan dilaksanakan 
mulai 1 Januari 2011. 

(2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan sejak 1 Januari 
2011 dapat diklaim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan Petunjuk 
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

 
Pasal 4 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Maret 2011 
MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH 

 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 April 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
PATRIALIS AKBAR 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 188 
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